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Tahun 2021, Pemprov Kalsel Fokus Pulihkan Ekonomi Daerah 

 

 
Plt Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Resnawan bersama Kapolda dan Danrem. (Foto Antara). 

 

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan melakukan berbagai upaya untuk 

memulihkan kinerja ekonomi daerah pada 2021 setelah sempat melambat karena adanya pandemi 

COVID-19. Plt Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Resnawan, pada Pertemuan Tahunan Bank 

Indonesia 2020, di Banjarmasin, Kamis, mengatakan, tahun 2020 menjadi tahun yang paling berat 

dari segi ekonomi. 

“Pengaruh ekonomi global juga sangat memengaruhi stabilitas ekonomi di Kalimantan 

Selatan,” kata Rudy. 

Ia menjelaskan kondisi pandemi itu menyebabkan berkurangnya permintaan atas produksi 

batu bara maupun hasil pertanian, sehingga perekonomian di Kalimantan Selatan terkontraksi 

selama dua triwulan berturut-turut. 

“Kita ketahui bersama kondisi berat yang terjadi di Indonesia berdampak pada 

pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan. Triwulan tiga terkontraksi 4,68 persen, triwulan kedua 

2,63 persen,” ujarnya. Meski demikian, menurut dia, optimisme harus dibangun dan menjadi 

motivasi dalam menghadapi tantangan perekonomian ke depan. 
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Upaya yang harus dilakukan dengan mencari sumber pertumbuhan ekonomi baru dengan 

menambah nilai tambah sumber daya alam atau melakukan hilirisasi. Salah satu hilirisasi yang 

diupayakan adalah batu bara yang dapat dijadikan kokas untuk meningkatkan nilai jual 

dibandingkan dalam bentuk mineral mentah. 

Selain itu, industri lainnya yang dapat dikembangkan untuk hilirisasi adalah Crude Palm 

Oil (CPO) yang mampu menghasilkan beberapa produk turunan seperti oil food, dan yang lainnya. 

“Baru ada di Kalimantan Selatan, tandan sawit diolah bubur kertas,” tambahnya. 

Ia memastikan wilayah ini juga potensial untuk pengembangan agroindustri, pariwisata 

serta menjadi salah satu daerah lumbung pangan nasional yang didukung permodalan yang kuat 

 

Sumber Berita: 

1. https://kalsel.inews.id, Tahun 2021, Pemprov Kalsel Fokus Pulihkan Ekonomi Daerah, 

Jum’at, 4 Desember 2020. 

2. https://sapos.co.id, Pemprov Kalsel Fokus Pulihkan Ekonomi Daerah pada 2021, Jum’at, 4 

Desember 2020. 
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Catatan: 

 

 Struktur APBD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

APBD 

PENDAPATAN DAERAH BELANJA DAERAH PEMBIAYAAN DAERAH 

PAD BELANJA TIDAK LANGSUNG PENERIMAAN PEMBIAYAAN  

1. Pajak daerah 

2. Retribusi daerah 

3. Hasil penjualan kekayaan 

daerah yang dipisahkan 

4. Lain-lain pendapatan asli 

daerah yang sah 

DANA PERIMBANGAN 

1. Hibah tidak mengikat 

2. Dana darurat dari 

pemerintah 

3. Dana bagi hasil pajak dari  

provinsi ke kab/kota 

4. Dana penyesuaian dan 

dana otonomi khusus 

5. Bantuan keuangan dari 

provinsi atau dari 

pemerintah daerah lainnya 

 

1. Belanja pegawai 

2. Bunga 

3. Subsidi 

4. Hibah 

5. Bantuan sosial 

6. Belanja bagi hasil 

7. Bantuan keuangan 

8. Belanja tidak terduga 

BELANJA LANGSUNG 

 

1. Belanja pegawai 

2. Belanja barang dan jasa 

3. Belanja modal 

1. Sisa lebih perhitungan 

anggaran TA sebelumnya 

(SiLPA) 

2. Pencairan dana cadangan 

3. Hasil penjualan kekayaan 

daerah yang dipisahkan 

4. Penerimaan pinjaman daerah 

5. Penerimaan kembali 

pemberian pinjaman 

6. Penerimaan piutang daerah 

PENGELUARAN PEMBIAYAAN 

1. Pembentukan dana cadangan 

2. Penyertaan modal (investasi) 

3. Pembayaran daerah hutang 

4. Pemberian pinjaman 

LAIN – LAIN PENDAPATAN 

DAERAH YANG SAH 

1. Dana Bagi Hasil 

2. Dana Alokasi Khusus 

3. Dana Alokasi Umum 


